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BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

NOMORNOMORNOMORNOMOR 6666 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2013201320132013

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

SUSUNANSUSUNANSUSUNANSUSUNAN ORGANISASIORGANISASIORGANISASIORGANISASI DANDANDANDAN TATATATATATATATA KERJAKERJAKERJAKERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN POLISIPOLISIPOLISIPOLISI
PAMONGPAMONGPAMONGPAMONG PRAJAPRAJAPRAJAPRAJA KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANG MAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

Menimbang : a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas
telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Rawas Nomor 4 Tahun 2008;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja maka susunan organisasi dan tata kerja
Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANDEWANDEWANDEWAN PERWAKILANPERWAKILANPERWAKILANPERWAKILAN RAKYATRAKYATRAKYATRAKYAT DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

dandandandan

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

MenetapkanMenetapkanMenetapkanMenetapkan:::: PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG SUSUNANSUSUNANSUSUNANSUSUNAN ORGANISASIORGANISASIORGANISASIORGANISASI DANDANDANDAN
TATATATATATATATA KERJAKERJAKERJAKERJA SATUANSATUANSATUANSATUAN POLISIPOLISIPOLISIPOLISI PAMONGPAMONGPAMONGPAMONG PRAJAPRAJAPRAJAPRAJA KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN
MUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS.RAWAS.RAWAS.RAWAS.
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BABBABBABBAB IIII
KETENTUANKETENTUANKETENTUANKETENTUAN UMUMUMUMUMUMUMUM

PasalPasalPasalPasal 1111
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan

Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah

bagian Perangkat dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan
ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala
Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi
Rawas.

9. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah
Kabupaten dalam penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta
perlindungan masyarakat.

10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah
dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan
pengawasan penyidik POLRI.

11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil.

12. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan
dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan
teratur.

13. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap
upaya dan kegiatan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan
yang diakibatkan oleh bencana, serta upaya dan kegiatan dalam membantu
aparat pemerintah dalam meningkatkan keamanan, ketentraman dan
ketertiban.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, wewenang dan hak secar penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam
rangka mendukung kelancaran tugas.

BABBABBABBAB IIIIIIII
PEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKANPEMBENTUKAN

PasalPasalPasalPasal 2222
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas.

BABBABBABBAB IIIIIIIIIIII
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KEDUDUKAN,KEDUDUKAN,KEDUDUKAN,KEDUDUKAN, TUGASTUGASTUGASTUGAS POKOKPOKOKPOKOKPOKOK DANDANDANDAN FUNGSIFUNGSIFUNGSIFUNGSI
BagianBagianBagianBagian KesatuKesatuKesatuKesatu
KedudukanKedudukanKedudukanKedudukan
PasalPasalPasalPasal 3333

(1) S
atpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda,
ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

(2) S
atpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BagianBagianBagianBagian KeduaKeduaKeduaKedua
TugasTugasTugasTugas PokokPokokPokokPokok dandandandan FungsiFungsiFungsiFungsi

PasalPasalPasalPasal 4444
Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan/atau Peraturan Bupati,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarkat serta
perlindungan masyarakat.

PasalPasalPasalPasal 5555
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol

PP mempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan pelaksnaan penegakan Perda dan/atau

Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum, dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan/atau Peraturan Bupati.
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat.
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
e. Pelaksanaan koordinasi penegkan Perda dan/atau Peraturan Bupati,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
dengan POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur
lainnya.

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.
(2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,

meliputi :
a. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta

kegiatan pembinaan dan menyebarluaskan produk Hukum Daerah.
b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat

Negara dan Tamu Negara.
c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum

teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan
umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah.


